KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN DESA DALAM
PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI INDONESIA

Sumber gambar: Animasi Budaya Indonesia Terlengkap Dan Terupdate | Top Animasi
(topduniaanimasi.blogspot.com)

I. PENDAHULUAN

Bidang pariwisata merupakan andalan dalam pembangunan suatu negara.
Pariwisata yang memiliki peran dan nilai ekonomi yang tinggi menciptakan daya saing
yang tinggi di saat ini. Dengan adanya kepariwisataan yang maju dapat meningkatkan
pendapatan negara, serta meningkatkan perekonomian negara dan memakmurkan
rakyat.

Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta
peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa
Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang
dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab
dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup
dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional !

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi di sektor
pariwisata. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan bidang kepariwisataan adalah
adanya peraturan yang jelas dan memadai. Untuk memastikan kewenangan pengaturan

secara menyeluruh terhadap pengelolaan Kepariwisataan.

! Konsideran, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
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Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang
yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.? Berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan potensi serta
keanekaragaman daerah. Meski sebagian urusan pemerintahan sudah diserahkan
kepada daerah, tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan tetap
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Presiden) sebagai pemegang kekuasaan
akhir pemerintahan.?

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya,
disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini
daerah boleh mengatur dan mungurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi
daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini
daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi
daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.*

Atas pembagian kewenangan tersebut, ada sebagian kewenangan pemerintah
kabupaten/kota yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah desa. Desa
merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan
pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur
kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka
posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis. Salah satu kewenangan

pemerintah kabupaten/kotamadya yang diserahkan ke desa adalah bidang pariwisata.

2 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta : Liberty,
,1997, hal. 154.

3 Bappedalitbang, Menyambut UU 23 Tahun 2014 - (probolinggokota.go.id), Diunggah pada tanggal 27 April
2016, Diakses pada tanggal 23 Juli 2020, Pukul 14.23.

4 Josep Riu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta : CV. Rajawali, 1998, hal.
16.
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II.

I11.

Sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri pariwasata mempunyai peranan yang sangat
besar sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Pariwisata memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan
perkapita penduduk.’

Pada wilayah Provinsi Jawa Tengah, pengaturan tentang peran desa dalam
pembangunan pariwisata diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah. Pada
ketentuan Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Desa Wisata adalah suatu bentuk
integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan
manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan
fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Pengaturan tentang desa wisata ini didasarkan pada kesadaran bahwa desa
wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat
melalaui pemerataan usaha dan lapangan kerja untuk mengoptimalkan potensi ekonomi
pada suatu desa untuk dikembangkan menjadi desa wisata dengan tetap melindungi
nilai-nilai budaya, agama, istiadat serta memperhatikan kelestarian alam dan

lingkungan sekitar.

PERMASALAHAN
Permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan “Kewenangan Desa dalam
Pengelolaan Kepariwisataan di Indonesia” adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kebijakan peraturan kepariwisataan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Kewenangan Kepariwisataan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaturan kewenangan desa dalam pengelolaan kepariwisataan di

Indonesia?

PEMBAHASAN
A. Kebijakan Peraturan Kepariwisataan
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisataan
Aktivitas pariwisata di Indonesia mulai terlihat sejak diundangkannya

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang

51 Wayan Eka Darma P. dan Anak Agung Ketut S., Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan
Pariwisata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Pemerintahan, 2015
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Kepariwisataan. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah karena
banyaknya potensi wisata di Indonesia yang belum dikelola dengan baik.
Melalui undang-undang ini juga Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara
yang memiliki aset sangat banyak dalam jumlah situs warisan dan budaya.
Namun, dalam pelaksanaannya jumlah situs wisata yang sangat banyak ini tidak
sejalan dengan jumlah turis mancanegara dan pendapatan negara dari sektor
pariwisata. Terjadi ketimpangan antara hal-hal yang nyata terjadi (Das Sein)
dengan hal-hal yang seharusnya terjadi (Das Sollen) serta kesenjangan yang
terjadi diantara keduanya.®

Seiring dengan perkembangannya, UU Nomor 9 Tahun 1960 tentang
Kepariwisataan diangap sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan karena tidak
sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman, Sehingga pada tahun
2009 dilakukan penggantian UU Nomor 9 Tahun 1960 diganti dengan UU
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU tersebut menjadi dasar
hukum dalam pengelolaan Kepariwisataan di Indonesia. Untuk selanjutnya,
peraturan perundangan tersebut disebut dengan UU Kepariwisataan.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai upaya untuk
mewujudkan tujuan Negara Kesejahteraan melalui sektor Kepariwisataan.
UU Kepariwisataan memberikan pengaturan secara menyeluruh terkait
pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia.
Pengelolaan sektor Kepariwisataan juga harus memberikan dampak
kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

UU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab dan 67 Pasal. UU tersebut
memuat berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan Kepariwisataan. Asas
penyelenggaraan Kepariwisataan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU
Kepariwisataan, Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;

b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;

e. kemandirian;

¢ Simatupang,V, Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2009.
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f. kelestarian;

g. partisipatif;

h. berkelanjutan;
1. demokratis;

J. kesetaraan; dan
k. kesatuan.

Selain ketentuan asas-asas penyelenggaraan Kepariwisataan, Pasal 3 UU
Kepariwisataan mengatur tentang fungsi kepariwisataan, yaitu:
“Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan
intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan

pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Dalam fungsi tersebut disebutkan fungsi bagi wisatawan, bagi
pemerintah dan bagi masyarakat pada umumnya. Fungsi bagi wisatawan,
melalui rekreasi dan perjalanan yang dilakukan dapat berfungsi memenuhi
kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Selain itu, Kepariwisataan bagi
pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi dalam meningkatkan pendapatan
Negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

B. Kewenangan Kepariwisataan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Pasal 1 angka 3 UU Kepariwisataan bahwa “Pariwisata adalah berbagai
macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50
Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(RIPPARNAS) disebutkan bahwa Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan
yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan pengusaha. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan
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pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun
terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.”

Untuk sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata memberikan dukungan
terkait kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mempercepat
pengembangan daya tarik wisata di daerah. Dalam implementasinya, kegiatan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak selalu berjalan dengan baik di daerah.
Pemilihan lokasi hingga pada bentuk fasilitas yang akan dikembangkan perlu
diidentifikasi lebih lanjut terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan. Oleh
karenanya diperlukan peran serta pemerintah untuk mendukung pengembangan
daya tarik wisata, supaya pelaksanaan kegiatan terkait dekonsentrasi dan tugas
pembantuan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan di daerah
dan selaras dengan strategi pembangunan pariwisata nasional. 8

Dalam PP Nomor 50 Tahun 2011 ditetapkan 50 Destinasi Pariwisata
Nasional (DPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Destinasi
Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah Destinasi Pariwisata
yang berskala nasional.” KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama
pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan
ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung
lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.'°

Ketentuan dalam UU Kepariwisataan dilaksanakan di daerah,hal tersebut
bergantung pada ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
kepada daerah dalam urusan kepariwisataan.!! Peraturan Daerah merupakan salah
satu instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang

7 Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional.

8 Isharyanto, dkk, Hukum Kepariwisataan&Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan dan Pluralisme Lokal),
Jakarta: Halaman Moeka Publishing. Desember 2019. Hal 41.

% Pasal 1 angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional.

10 Pasal 1 angka 6, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional.

! Dewa Gede Palguna, Aspek Hukum Manajemen Destinasi Bali Tawaran Pendekatan Satu Pintu, Dalam
Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global, Denpasar : Udayana University Press, 2010, hal 161.
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untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk
membentuk peraturan daerah.'?

Dengan Otonomi Daerah, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah
Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan
termasuk pembangunan dalam sektor kepariwisataan di daerahnya masing-masing
untuk dapat meningkatkan kesejarteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah Daerah
harus mengetahui benar kondisi fisik/alam maupun kondisi manusia yang
merupakan karakter wilayahnya, sehingga pemanfaatan ruang tepat sasaran.
Dalam mengembangkan sektor pariwisata harus ada komintmen/ kesungguhan
dari Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
pengendalian dan pengawasan. Tanpa adanya komitmen dari pemerintah daerah
mustahil pembangunan sektor pariwisata ini berkembang sesuai dengan harapan. '3

Pasal 18 UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai titik tolak otonomi
pemerintahan daerah di Indonesia dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi
wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah.'* Dalam Pasal 18 ayat (6)
UUD NRI ditentukan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.

Tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat kepada daerah
untuk melaksanakan sebagian dari Urusan Pemerintah pusat kepada Pemerintah
Daerah merupakan dasar dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.
Urusan Pemerintahan terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah
konkuren dan urusan pemerintahan umum.'> Urusan Pemerintahan Konkuren yang
menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.!® Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan yang wajib
dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan pelayanan dasar,

sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintah provinsi yang

12 Yusnani Hasyimzoem, Penguatan Institusional Pemekaran Daerah, Bandar Lampung, : Justice Publisher,
2014, hal 146.

13 Ibid, hal.44.

14 1bid, hal14.

15 Pasal 9 ayat 1, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

16 Pasal 11 ayat (1), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai
dengan kondisinya.!”

Dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan
bahwa pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan, bagian dari urusan
pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pusat kepada daerah dan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki
daerah tersebut. Potensi yang dimaksud adalah ketersediaan sumber daya di
Daerah yang telah dan yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.'®

Pemetaan potensi pariwisata nasional hingga saat ini, diatur dalam
Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Nasional (RIPKN-atau disingkat juga dengan RIPPARNAS). Visi dari
pembangunan kepariwisataan nasional adalah dengan mendorong pembangunan di
daerah dan kesejahteraan rakyat, untuk itu maka pemerintah mengambil arah
kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dengan
mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.!” Pembentukan
PP RIPKN tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU
Kepariwisataan. PP RIPKN merupakan pedoman bagi pembangunan
kepariwisataan nasional sekaligus pedoman dalam penyusunan rencana induk
kepariwisataan daerah provinsi.

Hal ini juga diperjelas dalam ketentuan Pasal 29 UU Kepariwisataan yang
menyatakan bahwa pemerintah provinsi berwenang dalam menyusun dan
menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD).

C. Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Pengelolaan Kepariwisataan
1. Kewenangan Desa
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah

camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan

17 Yusnani Hamsyimzoem, dkk, loc.cit, hal 53

18 Penjelasan Pasal 24 ayat (4), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

19 Pasal 29 ayat (3) huruf b, PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional.
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Negara Kesatuan Republik Indonesia.?® Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan
pelayanan dan  pemberdayaan masyarakat. Dalam  melaksanakan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan
Desa memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraannya, baik itu
kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif. Dimana
kewenangan-kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong prakarsa,
gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan
aset Desa guna kesejahteraan bersama guna mewujudkan tujuan otonomi
daerah.?!

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2>

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa
meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

20 Bayu Suryaningrat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D) dan Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (P.K.K) (dilengkapi peraturan dan Peraturan Pelaksana, Organisasi dan Tata Kerja L.K.M.D. dan
P.K.K, Jakarta, 1981, hal.12

2l Jefri S Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of
Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13, No. 1 Tahun
2016.

22 Pasal 1 angka 43 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.?’

Adapun rincian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat
diserahkan pada bidang pariwisata kepada desa adalah sebagai berikut:?*
Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata,
b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa,
c. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan
wisata di desa, dan
d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.
Tidak dapat dipungkiri pariwasata mempunyai peranan yang sangat
besar sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Kegiatan pariwisata
memberikan pendapatan bagi desa untuk menjalankan pemerintah desa serta
untuk mengembangkan potensi yang ada didalam wilayahnya.
2. Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan pariwisata menjadi bagian urusan rumah tangga masing-
masing daerah di Indonesia sesuai dengan arahan ketetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007, disebutkan bahwa Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, pada
Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d.
energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian. Dapat dilihat dari peraturan tersebut bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten atau Kota memegang porsi paling besar dalam pembagian

kewenangan terhadap pengembangan pariwisata.

23 Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
241 Wayan Eka Darma P. dan Anak Agung Ketut S., Op Cit (4-5)
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IV.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten /Kota mengedepankan potensi-potensi
pariwisata dalam tiga daya tarik wisata yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik
wisata budaya dan daya tarik wisata buatan. Desentralisasi pembagian urusan
pemerintahan dari pusat ke daerah dalam hal ini merupakan desentralisasi

bidang otonomi kepariwisataan.

PENUTUP

Pengaturan tentang pariwisata di Indonesia diatur dalam UU Nomor 10 Tahun
2009 tenatng Kepariwisataan yang menggantikan UU Nomor 9 Tahun 1960 tentang
Kepariwisataan yang diangap sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan karena tidak
sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman. UU Nomor 10 Tahun 2009
tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Kepariwisataan di Indonesia dan
dijadikan sebagai landasan dalam penagturan kepariwisataan dalam bentuk peraturan
pelaksana dibawahnya.

Untuk sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata memberikan dukungan terkait
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mempercepat pengembangan daya
tarik wisata di daerah.

Ketentuan dalam UU Kepariwisataan dilaksanakan didaerah, hal tersebut
bergantung pada ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang
kepada daerah dalam urusan kepariwisataan. Peraturan Daerah merupakan salah satu
instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan
mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan
daerah.

Adapun rincian urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan
pada bidang pariwisata kepada desa adalah sebagai berikut: a. Pengelolaan obyek
wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata, b. Pengelolaan tempat rekreasi dan
hiburan umum dalam desa, c. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata
pada kawasan wisata di desa, dan d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran
yang ada di desa.

Landasan hukum dalam pariwisata sangatlah diperlukan untuk mengatur

realisasi, pengembangan, pelestarian, dan pemeliharaan objek pariwisata serta
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mengatur ketentuan para penyedia jasa atau biro pariwisata. Terlebih negara kita
Indonesia kaya akan alam yang masih asri dan alami yang cocok dijadikan sebagai

objek wisata dan menjadi sumber devisa negara.
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